
Jakarta, 24 Mei 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar sidang Pengujian UU
Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Rabu (2415) puku1 09.00 WIB
diruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi
dengan nomor perkara 221PUU-XV/2017 ini dialukan o1eh Endang Wasrinah, Maryanti dan
Rasminah. Ketiganya adalah Ibu Ruinah Tangga Warga Negara Indonesia yang merasa
mealadi korban pernikahan of usia ariak-ariak. Para Pemohon me in persoalkan Pasa1 7 ayat (I)
UU Perkawinan yang mengatur mengenai syarat minimal usIa pernikahan yaitu, "Perkawinan
hanya dinzinkan 11ka pmak pria sudah mencapai urnur 79 (semb!Ian betss) tabun dan pihak
wariita sudah mencapaiumur 76 (enam betss)"
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Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Warga
Negara Indonesia. korban pernikahan usia ariak. Para Pemohon merasa dipaksa untuk
menikah di usia dini karena keterbatasan ekonomi dan Iilitan hutang yang dialami keluarganya
Dalam pedal arian pernikahannya, para Pemohon mengaku bahwa hak-haknya telah dirampas,
antara lain hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk reproduksi yang sehat. dan hak untuk
mendapatkan kehidupan yang layak

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Para Pemohon yang of advokasi o1eh Koalisi 18+ iru juga mealabarkan bahwa ketentuan
mengenai syarat urnur perkawinan tersebut pemah diputus o1eh Mahkamah meIalui putusan
nomor 30-741PUU-XII/2014. Putusan tersebut menolak pengujian ketentuan a quo dengan
alasan bahwa ketentuan a quo merupakan kebijakan hukum pembuat UU (open legal pollby)
Terhadap halitu, para Pemohoi, . berpendapat bahwa meskipun penentuan batas usIa
perkawinan pada ketentuan a quo merupakan open legal policy tetapi. implikasi ditetapkannya
syarat usIa tersebut sangat merugikan hak Konstitusi perempuan. Ketentuan tersebut dinilai
telah menciptakan keridakadilan dan perbedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan
Para Pemohon juga berpendapat bahwa seharusnya untuk meIindungi hak-hak kaum
perempuan tersebut, Mahkamah Konstitusi me Iakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya
hak konstitusional para Pemohon

01eh karenanya, daiam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan
kalentuan Pasa1 7 ayat (1) UU Perkawinan. sepanjang frasa 'Urnur 16 (enam belas) tahun",
bertentangan dengan Pasa1 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak meiniliki kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dibaca "urnur 19 (sembilan belas) tahun" (Rosalia Shella)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstilusi adalah salah salu pelaku kekuasaan kghakiman yang dibentuk berdasarkan Pasa1 24C Undang-Undang
Dasar 1945 perubahan keliga Pembenlukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konsiiiusi

Mahkamah Konsiiiusi belwenang mengadili pada lingkal pertaina dan terakhir yang putusannya bersifaiiinal unluk menguji
undang-undang Ierhadap Undang-Undang Dasar. meinuius sengkeia kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya
diberikan o1eh Undang-Undang Dasar, meinulus pembubaran partai polltik. dan meinulus perselisihan lentang hasil pemilihan
urnum. sena wailb memberIkan pulusan alas pendapal Dewan PeMakilan Rakyai manganai dugaan pelanggaran Dieh Presiden
denialau Wakil Presiden menuruiUndang-Undang Dasar
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